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A. MAKSUD KEGIATAN DALAM KERANGKA PROYEK 

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola 
sumber daya alam dan isu pengelolaan hutan di Indonesia yang telah lama menjadi 
perhatian publik baik di tingkat lokal, nasional maupun global yaitu dengan menerapkan 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dikembangkan melalui proses multi-pihak. 
SVLK telah diberlakukan di Indonesia secara wajib (mandatory) sejak tahun 2009. 

Peraturan SVLK memiliki 2 konsep untuk memastikan pemenuhan terhadap standar 
kelestarian dan/atau legalitas kayu yang telah ditetapkan dalam standar dan pedoman 
penilaian SVLK (Peraturan Direktorat Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo 
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016). Pertama, memastikan pemenuhan standar dengan 
skema sertifikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen (LP&VI) untuk 
mendapatkan S-PHPL dan/atau S-LK. Kedua, pemastian pemenuhan standar dengan 
skema Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).  Skema ini mengacu kepada standar 
internasional yang diadopsi sebagai SNI yaitu SNI/IEC 17050:2010 tentang penilaian 
kesesuaian – Deklarasi Kesesuaian Pemasok – (Standar ini terdiri dari 2 bagian yaitu 
ISO/IEC 17050:2010-1 Bagian 1: Persyaratan Umum dan SNI ISO/ IEC 17050-2:2010 Bagian 
2: Dokumen Pendukung). 

DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti 
pemenuhan atas persyaratan. DKP dapat diberlakukan bagi kayu dan produk kayu yang 
berasal dari hutan hak (bukan jenis kayu alam), serta bagi peredaran lanjutan atas kayu 
tanaman yang berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perhutani) yang telah memiliki S-
LK.  Hal ini mempertimbangkan peredaran kayu dan produk kayu yang bersifat ‘low risk’ 
atau beresiko rendah, yang dapat diaplikasikan oleh pemilik Hutan Hak, Tempat 
Penampungan Terdaftar (TPT), industri rumah tangga, serta IKM ataupun industri yang 
sepenuhnya memproduksi atau menggunakan bahan baku yang bersifat beresiko rendah.  
Penerima ‘kayu atau produk kayu yang menggunakan DKP’ diwajibkan melakukan 
pengecekan/pemeriksaan guna memastikan kebenaran dan validitas informasi dalam 
jaminan legalitas kayu yang diedarkan menggunakan DKP tersebut. 

Kayu bulat dan produk kayu olahan yang telah dilengkapi DKP juga berhak untuk 
menggunakan Tanda V-Legal.  Lalu, apakah skema DKP menggunakan skema self declare 
ini efektif memberikan jaminan legalitas kayu sebagaimana jaminan legalitas kayu yang 
diberikan oleh pihak ketiga melalui skema sertifikasi. Merujuk kepada standar SNI ISO/IEC 
17050: 2010, penerbitan deklarasi kesesuaian harus didasarkan pada hasil suatu jenis 
kegiatan penilaian yang tepat (misalnya pengujian, pengukuran, audit, inspeksi, atau 
pemeriksaan) yang dilaksanakan oleh satu atau lebih pihak, baik pihak pertama, pihak 
kedua atau pihak ketiga. Seluruh kegiatan penilaian ini harus didokumentasikan dengan 
baik dan bisa ditelusuri setiap saat jika diperlukan. 

Bukti-bukti telah dilakukannya penilaian kesesuaian yang seharusnya dilakukan dengan 
menggunakan standar legalitas kayu sesuai lingkup penerbit DKP sulit untuk ditemukan.  
Selain itu, mekanisme kontrol yang telah diatur melalui inspeksi acak dan inspeksi khusus 
pun hingga saat ini seperti tidak dijalankan.  Tidak ada informasi yang memadai atas telah 
dilaksanakannya inspeksi umum dan inspeksi khusus pengawasan DKP sesuai dengan 
pedoman yang telah ditetapkan dalam peraturan. Selain itu, informasi tentang 



  

pemantauan oleh Pemantau Independen tentang implementasi dan penggunaan DKP 
juga sangat minim tersedia (jarang menjadi objek pemantauan). 

Berkaitan dengan munculnya dampak penerapan DKP terhadap kredibilitas SVLK, 
Absolute merasa perlu untuk melakukan kegiatan tentang “Pelatihan Pemantauan 
Pelaksanaan DKP Untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK” untuk 
peningkatan kapasitas dan membangun kesepahaman bersama tentang peran penting 
pemantauan independen. 

 

B. PENCAPAIAN TUJUAN SPESIFIK 

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat sipil dalam 

melakukan serangkaian aktivitas pemantauan, serta untuk mendukung efektivitas 

pelaksanaan DKP dan efektivitas pemantauan lapangan dalam rangka menjaga kredibilitas 

dan akuntabilitas SVLK. 

 

C. OUTPUT KEGIATAN 

Hasil  yang  diharapkan  dari  pelaksanaan  kegiatan  ini adalah tumbuhnya kesadaran dan 

dukungan publik terhadap pelaksanaan DKP sebagai salah satu skema alternatif didalam 

SVLK, serta meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat sipil dalam melakukan 

pemantauan independen. Sebagaimana tercantum dalam poin-poin berikut di bawah ini 

: 

1. Memahami konteks SVLK dalam tata kelola kehutanan dan pelaksanaannya di 

Indonesia. 

2. Memahami konteks DKP dalam hal mendukung kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK. 

3. Memahami peran dan fungsi pemantauan independen 

4. Memahami sistem  penatausahaan hasil hutan dan rantai pasok (supply chain). 

 

D. METODE DAN NARASUMBER 

Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan ini yaitu pemaparan materi dan diskusi, dengan 

narasumber yang dihadirkan : 

1. Dinamisator Nasional JPIK : Perkembangan Kebijakan SVLK dalam mewujudkan 

perbaikan tata kelola hutan di Indonesia 

2. Direktur PPLH Mangkubumi : DKP dan Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari 

hutan hak dan hutan Negara 

3. Media Campaigner JPIK : Peran serta masyarakat sipil dan CSO dalam melakukan 

pemantauan SVLK dan DKP 

4. Kepala Seksi 3 – Sukabumi Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak : Perlindungan 

hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung 

Halimun – Salak 

5. Direktur PPLH Mangkubumi : Titik kritis dan celah pelanggaran dalam pelaksanaan 

SVLK dan DKP 

6. Media Campaigner JPIK : Teknik monitoring/investigasi dan dokumentasi pemantauan 



  

7. Dinamisator Nasional JPIK : Penulisan pelaporan dan advokasi 

 

E. MATERI PELATIHAN 

Materi Pelatihan Pemantauan Pelaksanaan DKP Untuk Mendukung Kredibilitas dan 

Akuntabilitas SVLK terlampir pada Tabel 1. 

Tabel 1. Time Line Pelatihan Pemantauan Pelaksanaan DKP Untuk Mendukung Kredibilitas 

dan Akuntabilitas SVLK. 

 

Sabtu, 2 November 2019 

WAKTU AKTIVITAS PIC 

08.00 – 08.30 Registrasi Peserta Panitia 

08.30 – 08.45 
Pembukaan dan Pengantar 
Pelatihan  

Rahmat Hidayat, Pembina 
Perkumpulan Absolute Fasilitator 

08.45 – 09.30 
Bina Suasana, Perkenalan Peserta 
dan Kontrak Belajar 

Yudiana, Fasilitator 

09.30 – 10.30 
Perkembangan Kebijakan SVLK 
dalam mewujudkan perbaikan tata 
kelola hutan di Indonesia 

Muhamad Kosar, Dinamisator 
Nasional JPIK 

10.30 – 10.45 Coffee Break Panitia 

10.45 – 11.45 
DKP dan Penata Usahaan Hasil 
Hutan yang berasal dari hutan hak 
dan hutan Negara 

Muhamad Ichwan, Direktur PPLH 
Mangkubumi 

11.45 – 12.45 ISHOMA Panitia 

12.45 – 14.15 
Peran serta masyarakat sipil dan 
CSO dalam melakukan 
pemantauan SVLK dan DKP 

Deden Pramudyana, Media 
Campaigner JPIK 

14.15 – 15.30 
Titik kritis dan celah pelanggaran 
dalam pelaksanaan SVLK dan DKP 

Muhamad Ichwan, Direktur PPLH 
Mangkubumi 

15.30 – 15.45 Coffee Break Panitia  

15.45 – 16.45 Teknik monitoring/investigasi dan 
dokumentasi pemantauan 

Deden Pramudyana, Media 
Campaigner JPIK 

16.45 – 17.30 Kesimpulan, review kegiatan hari 
pertama dan diskusi 

Yudiana, Ketua Pelaksana 
Perkumpulan Absolute 

 
Minggu, 3 November 2019 
 

WAKTU AKTIVITAS PIC 

8.45 – 9.00 Pengantar Pelatihan Hari kedua Yudiana, Fasilitator 

09.00 – 10.15 Perlindungan hutan dan pelibatan 
masyarakat dalam pengelolaan 
Taman Nasional Gunung Halimun - 
Salak 

Pitra Panderi S.P, Kepala Seksi 
Sukabumi TN Gunung Halimun - 
Salak 

10.15 – 10.30 Coffee Break Panitia 



  

 

 

F. PELAKSANAAN PELATIHAN 

 

1. Opening Pelatihan 

Kegiatan Pelatihan Pemantauan dan Pelaksanaan DKP untuk Menjamin Kredibilitas 

dan Akuntabilitas SVLK dibuka oleh Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Absolute 

Halimun Indonesia (Rahmat Hidayat) pada tanggal 2 November 2019 pukul 8.30 WIB 

yang bertempat di Meeting Room Halimun 4, Pangrango Resort, Jalan Selabintana KM 

7, Sukabumi. Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh fasilitator, narasumber, 

undangan dan peserta pelatihan yang datang dari berbagai daerah di provinsi Jawa 

Barat. Dalam pemaparannya Ketua Dewan Pembina ABSOLUTE menyampaikan 

tentang latar belakang diadakannya pelatihan, tujuan dan output yang diharapkan 

dari pelatihan yang diselenggarakan. Ketua Dewan Pembina ABSOLUTE juga 

menyampaikan inisiatif ABSOLUTE dalam rangka memperkuat kredibilitas dan 

Akuntabilitas SVLK melalui pemantauan dan pelaksanaan DKP di Jawa Barat. 

 

2. Bina Suasana 

Bina suasana adalah sebuah sesi acara yang diadakan pada awal dimulainya kegiatan 

pelatihan dan dipandu oleh fasilitator (Yudiana). Bina Suasana ini adalah sebuah acara 

pembuka yang dimaksudkan agar para peserta dapat mengenal satu sama lain,  

berkomunikasi secara aktif dan lancar, memiliki semangat juga motivasi untuk berlatih 

dan bekerjasama, serta memiliki kecerdasan moral spiritual dalam menyikapi dan 

melaksanakan pemantauan DKP sebagai salah satu alternatif untuk mendukung 

kredibilitas dan akuntabilitas SVLK. Kemudian setiap peserta menyampaikan identitas 

berupa nama lengkap, nama lembaga dan aktivitas keseharian yang dilakukan. Selain 

itu disepakati kontrak belajar agar pelatihan dapat berjalan dengan lancar, sehingga 

peserta akan dapat menyerap semua materi yang disampaikan oleh narasumber. 

Kontrak belajar ini dimaksudkan agar semua peserta berkomitmen secara sungguh-

10.30 – 11.45 Penulisan pelaporan dan advokasi M. Kosar, Dinamisator Nasional JPIK 

11.45 – 12.45 ISHOMA Panitia 

12.45 – 14.15 

Brainstorming, diskusi kasus yang 
terjadi dimasing-masing 
kabupaten, serta menggali 
informasi dan indikasi pelanggaran 
yang terjadi. 

Yudiana, Fasilitator 

14.15 – 14.30 Coffee Break  

14.30 – 15.15 Rencana tindak lanjut dan Evaluasi 
hasil kegiatan 

Asep T. Effendy, Koordinator 
program Absolute 

15.15 – 15.30 Penutupan Rahmat Hidayat, Pembina 
Perkumpulan Absolute, Fasilitator 



  

sungguh untuk mengikuti aturan kontrak belajar dan sanggup mengikuti pelatihan 

sampai selesai. 

 

3. Proses Pelatihan 

 

▪ Perkembangan Kebijakan SVLK dalam mewujudkan perbaikan tata kelola 

hutan di Indonesia 

Narasumber : Muhamad Kosar (Dinamisator Nasional JPIK) 

Waktu  : 9.30 – 10.30 WIB 

Tanggal : 2 November 2019 

Tempat : Pangrango Resort Sukabumi 

Materi tersebut disampaikan dalam rangka memberi pemahaman kepada para 

peserta pelatihan mengenai latar belakang terbitnya kebijakan SVLK beserta 

perkembangannya. Sehingga diharapkan peserta dapat memahami bahwa 

SVLK menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki tata kelola hutan di 

Indonesia 

 

▪ DKP dan Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak dan hutan 

Negara 

Narasumber : M. Ichwan (Direktur PPLH Mangkubumi-Jawa Timur) 

Waktu  : 10.45 – 11.45 WIB 

Tanggal : 2 November 2019 

Tempat : Pangrango Resort Sukabumi 

Materi yang disampaikan yaitu dalam upaya memberikan pemahaman tentang 

DKP serta regulasi dan deregulasi yang menyertainya. Selain itu, narasumber 

juga memberikan pemahaman tentang bagaimana Penata Usahaan Hasil 

Hutan yang berasal dari hutan hak dan hutan negara serta menjelaskan posisi 

DKP dalam hal tersebut. 

 

▪ Peran serta masyarakat sipil dan CSO dalam melakukan pemantauan SVLK 

dan DKP 

Narasumber : Deden Pramudiana (Media Campaigner JPIK) 

Waktu  :12.45 – 14.15 WIB 

Tanggal  : 2 November 2019 

Tempat : Resort Pangrango, Sukabumi 

Dalam penyampaiannya narasumber memberikan pemahaman tentang 

bagaimana dan dimana masyarakat sipil dan CSO bisa ikut berperan aktif di 

dalam pemantauan SVLK dan DKP. Dari materi ini diharapkan peserta yang 

berasal dari masyarakat sipil dan CSO dapat memahami bahwa dengan ikut 



  

melakukan pemantauan DKP dan SVLK, Sistem Tata Kelola Kehutanan yang 

baik dapat diwujudkan di Indonesia 

 

▪ Titik kritis dan celah pelanggaran dalam pelaksanaan SVLK dan DKP 

Narasumber : M. Ichwan (Direktur PPLH Mangkubumi – Jawa Timur ) 

Waktu  : 14.15 – 15.30 WIB 

Tanggal : 2 November 2019 

Tempat : Pangrango Resort, Sukabumi 

Materi ini diberikan dalam rangka memberi pemahaman kepada peserta 

bahwa terdapat beberapa titik kritis dan celah-celah pelanggaran yang bisa 

ditemukan dalam pelaksanaan SVLK dan DKP. Dengan memahami adanya titik 

kritis dan celah pelanggaran tersebut, peserta diharapkan akan semakin 

mudah melakukan pemantauan pelaksanaan DKP dan semakin dapat 

meminimalisir titik kritis dan celah pelanggarannya. 

 

▪ Teknik monitoring/investigasi dan dokumentasi pemantauan 

Narasumber : Deden Pramudiana (Media Campaigner JPIK) 

Waktu  :15.45 – 16.45 WIB 

Tanggal  : 2 November 2019 

Tempat : Resort Pangrango, Sukabumi 

Materi yang disampaikan narasumber dimaksudkan agar peserta dapat 

memahami teknik-teknik dasar pemantauan dan investigasi. Seperti cara 

mengambil fhoto, teknik penyamaran (covering), wawancara, pengumpulan 

data dan penggunaan alat-alat pendukung pemantuan (GPS, Kamera dan 

Drone). Selain itu pemateri juga menyampaikan bahwa sangat penting sekali 

untuk mendokumentasikan hasil pemantauan/investigasi. Karena 

dokumentasi adalah bagian bukti data terpenting yang harus disiapkan untuk 

membuat pelaporan 

 

▪ Perlindungan hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman 

Nasional Gunung Halimun – Salak 

Narasumber : Pitra Panderi, SIP (Kasie 3 Sukabumi – TNGHS) 

Waktu  : 9.00 – 10.15 WIB 

Tanggal  : 3 November 2019 

Tempat : Resort Pangrango, Sukabumi 

Materi yang disampaikan narasumber diharapkan agar peserta dapat 

memahami lebih banyak tentang pentingnya konservasi hutan dan 

perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di dalamnya. Dimana 

kelestarian hutan dapat menjadi sebuah jaminan terhadap terjaganya 

keseimbangan ekosistem dalam rangka menunjang keberlangsungan hidup 



  

manusia. Selain itu TNGHS juga membuka ruang dalam hal pelibatan 

masyarakat pada pengelolaannya.  

 

▪ Penulisan pelaporan dan advokasi 

Narasumber : Muhamad Kosar (Dinamisator Nasional JPIK) 

Waktu  : 10.30 – 11.45 WIB 

Tanggal  : 3 November 2019 

Tempat : Resort Pangrango, Sukabumi 

Materi ini disampaikan dalam rangka upaya untuk memberikan pemahaman 

kepada peserta pelatihan tentang bagaimana cara penulisan pelaporan 

mengenai temuan hasil pemantauan dan investigasi terhadap pelanggaran-

pelanggaran hukum maupun administrasi, ,  

 

4. Evaluasi Kegiatan 

Setelah pelatihan selesai dilaksanakan, peserta diminta untuk menjawab soal post-

test mengenai materi yang disampaikan oleh narasumber selama dua hari kegiatan 

pelatihan. Pada hari pertama pelatihan, sebelum materi pertama dilaksanakan, 

panitia juga telah memberikan lembar soal pre-test materi pelatihan. Soal-soal pre-

test dan post ini ini diberikan sebagai acuan untuk mengukur pemahaman peserta 

sebelum dan setelah pelaksanaan pelatihan. Pre-test dan post-test ini dilakukan 

terhadap 20 peserta pelatihan. 

Adapun materi-materi yang disampaikan pada pelatihan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Perkembangan Kebijakan SVLK dalam mewujudkan perbaikan tata kelola hutan 

di Indonesia 

2. DKP dan Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak dan hutan 

Negara 

3. Peran serta masyarakat sipil dan CSO dalam melakukan pemantauan SVLK dan 

DKP 

4. Titik kritis dan celah pelanggaran dalam pelaksanaan SVLK dan DKP 

5. Teknik monitoring/investigasi dan dokumentasi pemantauan 

6. Perlindungan hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman 

Nasional Gunung Halimun – Salak 

7. Penulisan pelaporan dan advokasi 

Dari aktivitas ini diketahui tingkat pengetahuan dari 20 peserta tentang DKP dan SVLK (setelah 

mengikuti pelatihan selama dua hari pelatihan) adalah sebagai berikut : 

  



  

Tabel 2. Hasil Pre-test Pelatihan Pemantauan Pelaksanaan DKP untuk Mendukung Kredibilitas 

dan Akuntabilitas SVLK di Jawa Barat 

 
 

Tabel 3. Hasil Post-test Pelatihan Pemantauan Pelaksanaan DKP untuk Mendukung 

Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK di Jawa Barat 

 
 

  



  

Tabel 4. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Pelatihan Pemantauan Pelaksanaan DKP 

untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK di Jawa Barat 

 

G. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT : 

Kegiatan pelatihan ini menghasilkan rekomendasi tentang pentingnya untuk 

memperkuat komunikasi dan organisasi antar kelompok masyarakat sipil, 

meningkatkan pengawasan/pemantauan pada implementasi penatausahaan kayu 

dari hutan hak dan dari perum perhutani, serta memperjelas tentang hak dan asal usul 

kayu yang dipanen. 

 

Tindak lanjut dari kegiatan pelatihan ini adalah:  

1] penguatan database tentang keberadaan hutan hak, industri pengolahan kayu, 

serta Rencana Teknik Tahunan Perum Perhutani;  

2] konsolidasi ditingkat provinsi dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil yang 

lebih luas;  

3] pemantauan pelaksanaan SVLK/DKP di Provinsi Jawa Barat.    

 

 

 

 

###end### 

 



 

PRESENTASI 

Perkembangan Kebijakan SVLK dalam Mewujudkan Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia (Muhamad Kosar, Dinamisator Nasional JPIK) 
Tautan= https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_1-Kebijakan_dan_Perkembangan_SVLK_JPIK.pdf 

 

https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_1-Kebijakan_dan_Perkembangan_SVLK_JPIK.pdf


  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
  



  

DKP dan Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak dan hutan Negara (Muhamad Ichwan, Direktur PPLH Mangkubumi) 
Tautan= https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_2-PUHH_Absolute_Indonesia.pdf 
 

 

https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_2-PUHH_Absolute_Indonesia.pdf


  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
  



  

Peran serta masyarakat sipil dan CSO dalam melakukan pemantauan SVLK dan DKP (Deden Pramudyana, Media Campaigner JPIK) 
Tautan= https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_3-Peran_CSO_dalam_Pemantauan_SVLK.pdf 
 

 

https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_3-Peran_CSO_dalam_Pemantauan_SVLK.pdf


  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
  



  

Titik kritis dan celah pelanggaran dalam pelaksanaan SVLK dan DKP (Muhamad Ichwan, Direktur PPLH Mangkubumi) 
Tautan= https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_4-Materi_Titik_Kritis_SVLK.pdf 
 

 

https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_4-Materi_Titik_Kritis_SVLK.pdf


  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
  



  

Teknik monitoring/investigasi dan dokumentasi pemantauan (Deden Pramudyana, Media Campaigner JPIK) 
Tautan= https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_5-Materi_JPIK_Teknik_Investigasi.pdf 
 

 

https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_5-Materi_JPIK_Teknik_Investigasi.pdf


  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
 
  



  

Perlindungan hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun – Salak (Pitra Panderi S.P, Kepala Seksi Sukabumi TN 
Gunung Halimun - Salak) 
Tautan= https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_6-TNGHS_dan_Pemberdayaan.pdf 
 

 

https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_6-TNGHS_dan_Pemberdayaan.pdf


  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
  



  

Penulisan Pelaporan dan Advokasi (Muhamad Kosar, Dinamisator Nasional JPIK) 
Tautan= https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_7-JPIK_Pelaporan.pdf 
 

 

https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_7-JPIK_Pelaporan.pdf


  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



 

Lampiran Dokumentasi (Fhoto) Kegiatan Pelatihan 

  

  

  

  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lampiran DaftarHadir (List Paricipant) 
 

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 


